PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SUGIHWARAS

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHWARAS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor
1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras
Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang




;C;fzszsi'?’?hun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

ahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 158);




12, Peraturan Me .
nteri Dalam Negeri

Pengelolaan Aset Desa (Beritegcn Nomor 1 Tahun 2016 tentang
2016 Nomor 53) sebagai a Negara Republik Indonesia Tahun
Menteri ebagaimana telah diubah dengan P

nteri Dalam Negeri N g eraturan
Republik ‘ omor 3 Tahun 2024 (Berita Ne

p Indonesia Tahun 2024 Nomor 243): e

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri '

Kewenangan Desa (Beri egeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
NoEims 1037); erita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

14. Peraturan ; :

i pMen{:cerl Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
sinores ene a}?an Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara

- publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

-P:;atlllrlan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
gelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peratur‘an Menteﬁ Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 828);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 553);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2
Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2025 Nomor 1000);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ng
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
7016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2024 Nomor 1);
bupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020

20. Peraturan Daerah Ka
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

turan Daerah Kabupaten Nganjuk No

21. Pera
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2014 Nomor 35};

anjuk Nomor 1 Tahun 2016

mor 1 Tahun 2023
(Lembaran Daerah



Menetapkan :

23. Peraturan i i
Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pen
yusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten

b P];Iganjuk Tahun 2016 Nomor 40) ;
- Peratur i i :
an Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Ase
t Desa i ;
2018 Nomor 50 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

QS-ESQZZ?SEHBI?an Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Sebne Tl euangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Permts No-mor 58.) sebagaimana telah diubah dengan

- upati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

26.5:;221;31111% Bu’g:;;i Nggnjl}k Nomor 4 Tahun 2(?20 tentang

p, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan

Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 );

29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 15 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);

31. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sugihwaras
Tahun 2024 Nomor 5);

32, Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran

Desa Sugihwaras Tahun 2025 Nomor 1);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Penjabaran An
Bgaran Pend :
2025 terdiri darj: apatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

1. Pendapatan Desa

a. Pen :
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. .474.093.870,00
Jynlish Pestapatan p. 161.219.678,41
Rp. 1.863.488.548 .41
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Rp. 823.053.716,41
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa Rp. 592.198.492,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Desa Rp. 53.353.140,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa Rp. 260.283.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa Rp. 124.600.000,00

Rp. 1.853.488.548.41

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit) Rp. 10.000.000,00

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Uraian lebih lanjut
Desa sebagaimana di
Lampiran yang merupak
Kepala Desa ini.

Pasal 3

aran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
dituangkan lebih lanjut dalam
(DPA) yang disusun oleh Kepala

an anggaran.

Pelaksanaan Penjab ‘
ditetapkan dalam Peraturan 1nl
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiat



Peraturan Kepala Desa ini mulai berl

Agar setiap orang dapat
Peraturan Kepala Desa ini

Sugihwaras.

Diundangkan di Sugihwaras
bruari 2025

pada tanggal 04 Fe

BERITA DESA SUGI

mengetahui,
dengan penempat

pasal 4

aku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan
annya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 04 Februari 2025

KEPALA DESASUCIHWARAS:

’,/"--' |

HWARAS TAHUN 2025 NOMOR 2



